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ABSTRACT 

Indonesia’s Minister of Marine Affairs and Fisheries on Joko Widodo first period, Susi Pudjiastuti, made a 
breakthrough on fisheries policy, named foreign fishing vessel moratorium. This policy prohibits foreign 
fishing vessel to catch fish on Indonesia seas. Foreign fishing vessel which founded catching fish in 
Indonesia seas will be caught, confiscated, and sinked. Indonesia Government claimed foreign vessel 
moratorium increase Indonesian fishery household’s earnings and made Indonesian fishermen easier to 
catch fish than before. The purpose of this study is to examine foreign vessel moratorium’s benefit claims 
on Indonesian fishery households. National Economic Survey, Survei Ekonomi Nasional (Susenas), used 
as primary data in this study. Susenas data processed, so that it displays data at the district or city level in 
Indonesia. After that, Susenas data comibined with village potention and fisheries production data, which 
published by Ministry of Marine Affairs and Fisheries in Indonesia. The purpose of combining datas was 
to choose control and treatment district. Furthermore, this data processsed and analyzed by Difference in 
Difference (DiD) method. The results of this study showed that Indonesian fishery households’ per capita 
expenditure drops Rp 80.988,25 because of foreign vessel moratorium. In the other hand, Indonesian fishery 
household’s work duration rise 39-40 minutes per day (assumption six workdays per week). These results 
showed that Indonesian fishery household didn’t get the benefit from foreign vessel moratorium. Hence, the 
other policy is needed to increase Indonesian fishery households’ prosperity 
 
Keywords: DiD, moratorium, fishery households, per capita expenditure, work duration 

 
ABSTRAK 

Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada periode pertama Pemerintahan Joko Widodo, 
Susi Pudjiastuti, membuat terobosan kebijakan perikanan tangkap, yaitu moratorium kapal  
penangkap ikan asing. Kebijakan ini membuat seluruh kapal penangkap ikan asing tidak dapat 
menangkap ikan di perairan Indonesia. Kapal asing yang kedapatan menangkap ikan di perairan 
Indonesia ditangkap, disita, dan ditenggelamkan. Pemerintah Indonesia mengklaim moratorium 
kapal asing mampu meningkatkan pendapatan nelayan Indonesia dan mempermudah nelayan 
Indonesia dalam menangkap ikan. Penelitian ini bertujuan menguji klaim manfaat moratorium 
kapal asing terhadap rumah tangga nelayan Indonesia. Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 
menjadi data utama penelitian ini. Data Susenas diolah sehingga menampilkan data pada tingkat 
kabupaten atau kota di Indonesia. Data ini kemudian digabungkan dengan data potensi desa dan 
data produksi perikanan tangkap yang dikeluarkan oleh KKP. Penggabungan data bertujuan 
untuk menentukan kabupaten atau kota kontrol dan perlakuan. Data lalu diolah dan dianalisa 
menggunakan metode Difference in Difference (DiD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
moratorium kapal asing menurunkan pengeluaran per kapita rumah tangga nelayan sebesar     
Rp 80.988,25. Di sisi lain, moratorium kapal asing membuat durasi bekerja nelayan bertambah 
sebesar 39 hingga 40 menit per hari (asumsi enam hari kerja). Temuan tersebut menunjukkan 
bahwa rumah tangga nelayan Indonesia belum mendapatkan manfaat dari moratorium kapal 
asing. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu didukung oleh kebijakan lainnya sehingga mampu 
meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. 
 
Kata kunci: durasi bekerja, DiD, moratorium, pengeluaran per kapita, rumah tangga nelayan 
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PENDAHULUAN 
Sumberdaya perikanan tangkap laut In-

donesia dimanfaatkan oleh nelayan asli Indo-
nesia dan juga nelayan asing yang telah di-
berikan izin. Namun, nelayan Indonesia me-
miliki kekurangan jika dibandingkan dengan 
nelayan asing. Chaijaroen (2019), menjelaskan 
bahwa umumnya sektor perikanan tangkap 
Indonesia merupakan skala kecil hingga me-
nengah. Kapal yang digunakan untuk 
menangkap ikan dikategorikan sebagai kapal 
tanpa mesin dan mesin di luar. Keterbatasan 
tersebut membuat nelayan Indonesia tidak 
dapat melaut terlalu jauh dari tempat 
tinggalnya.  

Kontras dengan nelayan Indonesia, nela-
yan asing umumnya memiliki kapal dan alat 
tangkap yang canggih. Perlengkapan seperti 
mesin pendingin di dalam kapal nelayan 
asing dapat menjaga kesegaran hasil tang-
kapannya hingga sampai ke negara asalnya. 
Hal ini membuat nelayan Indonesia kalah 
saing dengan nelayan asing dalam hal fasilitas 
yang digunakan untuk menangkap ikan. 

Di sisi lain, keberadaan dua kelompok 
nelayan Indonesia dan asing di laut Indonesia 
berpotensi menimbulkan terjadinya over-
fishing. Tietenberg dan Lewis (2012), menjelas-
kan bahwa sumberdaya perikanan tangkap 
adalah salah satu sumberdaya terbarukan. 
Namun, ketersediaannya dipengaruhi oleh 
aspek biologis dan keputusan manusia untuk 
memanfaatkannya. Praktek penangkapan 
ikan yang tidak lestari membuat laju ekstraksi 
menjadi lebih cepat. Laju pertumbuhan ikan 
yang lebih lambat tidak dapat mengimbangi 
laju ekstraksinya. Hal ini berpotensi membuat 
stok ikan semakin menurun dan mengaki-
batkan kelangkaan ikan tangkapan. 

Overfishing membuat nelayan harus me-
laut lebih jauh dari lokasi penangkapan sebe-
lumnya. Durasi melaut yang meningkat un-
tuk mencapai lokasi baru membuat biaya pe-
nangkapan ikan meningkat. Mesin pendingin 
juga semakin dibutuhkan untuk menjaga 
kesegaran ikan hingga sampai ke darat. Nela-
yan Indonesia dengan fasilitas penangkapan 

sederhana menjadi kelompok paling rentan 
jika overfishing terjadi di laut Indonesia.  

Ancaman dampak overfishing di perairan 
Indonesia ditanggapi serius oleh Pemerintah 
Indonesia di masa Pemerintahan Presiden 
Joko Widodo. Di masa pemerintahan ini, 
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 56 tahun 2014 
(56/PERMEN-KP/2014) untuk mengurangi 
jumlah pemanfaat perikanan tangkap di 
Indonesia. Pada saat itu, KKP dipimpin oleh 
Menteri Susi Pudjiastuti. 

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa 
izin usaha penangkapan ikan oleh seluruh 
kapal yang dibangun di luar negeri dihentkan 
sementara. Pemerintah tidak memberikan 
penerbitan dan perpanjangan untuk tiga izin 
usaha, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan 
(SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), 
dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). 
Hal ini membuat seluruh kapal nelayan asing 
dilarang untuk melaut di perairan Indonesia. 
Setelah kebijakan ini diberlakukan, seluruh 
kapal penangkap ikan asing yang masuk ke 
perairan Indonesia dapat disebut sebagai 
kapal penangkap ikan ilegal. Pada tulisan ini, 
penulis menggunakan istilah moratorium 
kapal asing untuk menggantikan istilah 
Kebijakan 56/PERMEN-KP/2014”. 

Kebijakan ini juga didukung oleh penga-
wasan perairan terluar Indonesia yang lebih 
ketat. Kapal penangkap ikan yang berhasil 
terjaring patroli dan terbukti tidak berizin, 
disita oleh negara. Lalu kapal tersebut 
ditenggelamkan untuk menimbulkan efek 
jera. Penenggelaman kapal juga bertujuan 
untuk membuat rumpon, tempat berkembang 
biak biota laut. 

Setelah moratorium kapal asing diber-
lakukan, pro dan kontra mulai terjadi baik di 
tengah masyarakat Indonesia hingga di dalam 
Pemerintah Indonesia. Pada sisi kontra, 
kebijakan ini dituding menciptakan pengang-
guran dan penurunan bahan baku industri 
perikanan. Salah satu pihak yang kontra 
adalah Wakil ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) bidang kelautan pada masa 
tersebut, Herman Khaeron. Herman menjelas-
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kan bahwa moratorium kapal asing membuat 
para pekerja Indonesia di kapal asing harus 
dirumahkan (Kantor Berita Radio, 2015).  

Pihak lainnya yang kontra terhadap mora-
torium kapal asing adalah Wakil Presiden 
Indonesia pada masa itu, Jusuf Kalla. Beliau 
menjelaskan bahwa moratorium kapal asing 
dan larangan pemindahan muatan di laut 
membuat banyak usaha pengolahan ikan 
(UPI) tutup akibat kekurangan bahan baku 
(BBC News Indonesia, 2016). Tutupnya UPI di 
Tual, Bitung, dan Ambon membuat 11.000 
pekerjanya dirumahkan. Hal senada juga di-
jelaskan oleh Ketua Umum Gabungan Pe-
ngusaha Perikanan Indonesia (Gapindo), 
Herwindo (Kontan, 2016). Herwindo men-
jelaskan bahwa bahan baku industri per-
ikanan menurun setelah moratorium kapal 
asing diberlakukan. Kontan (2016) juga 
mencatat bahwa Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Sulawesi Utara (Sulut), Ronald 
Sorongan, juga menyatakan hal serupa de-
ngan Herwindo. Ronald menjelaskan bahwa 
moratorium kapal asing membuat produksi 
perikanan tangkap Sulut menurun 40 persen 
pada tahun 2015. 

Pada sisi pro moratorium kapal asing, ke-
bijakan ini diklaim bermanfaat untuk nelayan 
Indonesia. Kompas (2016), mencatat bahwa 
Susi Pudjiastuti mengklaim penangkapan 
ikan oleh nelayan Indonesia menjadi semakin 
mudah. Kemudahan ini terjadi setelah para 
penangkap ikan asing dilarang menangkap 
ikan di perairan Indonesia. Tempo (2017), juga 

mencatat bahwa pemulihan populasi ikan di 
laut juga diklaim oleh Susi Pudjiastuti mem-
buat nelayan Indonesia di Indonesia timur 
mendapatkan ikan yang lebih besar. Nelayan 
di tempat tersebut sudah bisa mendapatkan 
ikan walau hanya menjaring di pinggir pantai, 
tanpa harus ke tengah laut. Hal ini menunjuk-
kan bahwa moratorium kapal asing diklaim 
mengurangi beban kerja nelayan Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, penerapan 
moratorium kapal asing menghasilkan pro 
dan kontra. Kebijakan ini juga mempengaruhi 
industri perikanan negara-negara tetangga 
Indonesia. Setelah kepemimpinan Susi 
Pudjiastuti di KKP berakhir, kebijakan ini me-
miliki kemungkinan dihentikan akibat bera-
gam kepentingan baik politik maupun ekono-
mi. Pada satu sisi, kebijakan ini dinilai me-
rugikan industri perikanan Indonesia, ter-
utama industri yang bergantung pada kapal 
asing dan perusahaan asing. Di sisi lainnya, 
kebijakan ini diklaim berhasil mengembalikan 
pemanfaatan sumberdaya perikanan Indone-
sia kepada Indonesia sepenuhnya. 

Di sisi lain, pada sisi produksi, produksi 
perikanan tangkap laut Indonesia mengalami 
tren peningkatan sejak tahun 2010. Total pro-
duksi perikanan tangkap Indonesia menurun 
pada tahun 2016. Pada tahun 2017, total pro-
duksi perikanan tangkap Indonesia kembali 
meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 
1 yang memuat informasi produksi perikanan 
tangkap Indonesia pada tahun 2010 hingga 
2017. 

 
Gambar 1. Total Produksi Perikanan Tangkap Laut Indonesia 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP] (2018) 
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Berdasarkan Gambar 1, grafik produksi 
perikanan tangkap laut di Indonesia memiliki 
tren positif sejak tahun 2010 hingga 2017. 
Setelah tahun 2014, tidak terlihat adanya gun-
cangan perubahan produksi yang ditandai 
dengan kemiringan grafik yang berubah 
curam. Temuan tersebut menandakan bahwa 
moratorium kapal asing tidak memberikan 
dampak yang signifikan terhadap total 
produksi perikanan tangkap laut Indonesia.  

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan 
moratorium kapal asing yang menghasilkan 
pro dan kontra di tengah masyarakat maupun 
di dalam pemerintahan. Pro dan kontra 
terhadap moratorium kapal asing dapat 
dianalisa lebih lanjut berdasarkan temuan 
dampak positif dan negatifnya yang telah 
diteliti oleh penelitian terdahulu. Penerapan 
moratorium kapal asing ternyata memberikan 
dua sisi dampak terhadap sektor perikanan 
tangkap Indonesia. 

Pada sisi dampak negatif moratorium 
kapal asing memukul industri perikanan di 
daerah yang bergantung dengan keberadaan 
kapal asing, seperti Kota Bitung. Nurlaili et al. 
(2016), Kondo et al. (2019), dan Sukarsih et al.  
(2019) menjelaskan bahwa moratorium kapal 
asing meningkatkan pengangguran di Kota 
Bitung. Para penganggur tersebut sebelum-
nya bekerja di kapal asing dan unit peng-
olahan ikan di Kota Bitung. Sukarsih et al. 
(2019) menjelaskan bahwa hal serupa juga 
terjadi di Bali. Ketiadaan kapal asing juga 
membuat pasokan bahan baku untuk unit 
pengolahan ikan (UPI) menurun. Hal ini 
membuat UPI menggunakan bahan baku ikan 
impor dan merumahkan pekerjanya. 

Pada tingkat nasional, Hayu et al. (2021) 
menjelaskan bahwa moratorium kapal asing 
tidak berdampak signifikan terhadap total 
produksi perikanan tangkap nasional. Na-
mun, industri tuna dan udang Indonesia, me-
ngalami dampak signifikan setelah kebijakan 
ini diberlakukan. Produksi tuna dan udang 
secara nasional menjadi menurun karena 
kapal asing penangkap tuna dan udang tidak 
dapat beroperasi. Di beberapa daerah, kebi-
jakan ini juga meningkatkan para pekerja di 

kapal asing menganggur, seperti kapten kapal 
dan anak buah kapal. 

Pada sisi dampak positif moratorium ka-
pal asing, kebijakan ini membuat nelayan le-
bih mudah dalam menangkap ikan. Fenome-
na ini terjadi di Kota Bitung berdasarkan 
penelitian Nurlaili et al.  (2016) dan Kondo et 
al. (2019). Khan et al. (2018), juga menjelaskan 
fenomena tersebut terjadi di Indonesia bagian 
timur, yaitu Sorong, Ternate, Pulau Bacan, 
dan Larantuka. Fenomena serupa juga di-
temukan oleh Dewita et al. (2019), di Laut 
Arafura dan Wilayah Pengelolaan Perikanan 
(WPP) 718 yang meliputi Laut Aru, Laut 
Arafuru, dan Laut Timur Timor. Meskipun 
tidak dijelaskan penyebabnya, Yamin et al. 
(2020) menjelaskan bahwa pada 2016-2018 
produksi cakalang di Kabupaten Halmahera 
Selatan meningkat sebesar 4,8 persen. 

Moratoium kapal asing juga bermanfaat 
pada kesejahteraan ekonomi nelayan Indone-
sia. Dewita et al. (2019) menjelaskan bahwa 
rente ekonomi dari industri perikanan tang-
kap meningkat karena adanya peningkatan 
harga ikan dan peningkatan biaya sewa kapal. 
Temuan tersebut didukung oleh Saptanto et 
al. (2015) yang menemukan kenaikan harga 
pada tuna segar, tuna beku, dan tuna kaleng 
setelah moratorium kapal asing diberlakukan. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan 
Hayu et al. (2021), menjelaskan bahwa mora-
torium kapal asing membawa dampak positif 
kepada nelayan lokal dengan kapal kecil. 
Kebijakan ini membuat para nelayan lokal 
tidak perlu bersaing dengan nelayan yang 
memiliki kapal asing. Ketiadaan kapal asing 
membuat ruang-ruang penangkapan ikan 
hanya bisa dimanfaatkan secara efektif dan 
efisien oleh nelayan berkapal kecil. 

Arthatiani & Apriliani (2016), menyatakan 
bahwa moratorium kapal asing tidak berpe-
ngaruh signifikan pada industri tuna di Jakar-
ta. Pernyataan tersebut didasarkan pada 
temuan di Pelabuhan Perikanan Samudera 
Nizam Zachman (PPSNZ) di Muara Baru. Di 
pelabuhan tersebut, hanya terdapat 15 kapal 
dari 1.624 kapal yang tidak dapat beroperasi 
setelah diberlakukannya moratorium kapal 
asing. Hal ini menunjukkan bahwa mora-



Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness) 109 
Vol 11 No 1, Juni 2023; halaman 105-121 

Dampak Moratorium Kapal Penangkap Ikan Asing … Joshua, K., dan I. D. G. K. Wisana 

torium kapal asing tidak berpengaruh signi-
fikan terhadap industri tuna di Jakarta. 
Arthatiani & Apriliani (2016), justru menjelas-
kan bahwa penurunan volume produksi tuna 
di Jakarta diakibatkan adanya kebijakan 
moratorium kapal transhipment. 

Penelitian sebelumnya menganalisa dam-
pak moratorium kapal asing pada skala lokal 
atau pada daerah-daerah tertentu. Penelitian 
dampak moratorium kapal asing pada skala 
nasional belum dilakukan. Di sisi lain, kebi-
jakan yang bersifat sementara ini perlu di-
evaluasi untuk memastikan moratorium 
kapal asing bermanfaat atau justru merugikan 
nelayan Indonesia.  

Penelitan ini mengevaluasi dampak mora-
torium kapal asing dengan menguji kembali 
klaim manfaat moratorium kapal asing ter-
hadap rumah tangga nelayan Indonesia. Salah 
satu klaim manfaat moratorium kapal asing 
adalah kebijakan ini diklaim mampu mening-
katkan pendapatan nelayan dan mempermu-
dah nelayan menangkap ikan. Pada sisi kon-
sumsi, peningkatan pendapatan nelayan da-
pat didekati dengan peningkatan penge-
luaran rumah tangga nelayan. Pada sisi pro-
duksi, kemudahan nelayan dalam menang-
kap ikan dapat didekati dengan penurunan 
durasi bekerja nelayan. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini 
berbeda dengan penelitan-penelitan sebelum-
nya karena skala analisa yang dilakukan 
adalah skala nasional. Penelitian ini bertujuan 
ini menganalisa dampak moratorium kapal 
asing terhadap rumah tangga nelayan Indo-
nesia. Analisa dampak moratorium kapal 
asing dilakukan dengan menganalisa peru-
bahan konsumsi dan produksi rumah tangga 
nelayan Indonesia. 

 

METODE 
DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

Data yang digunakan di dalam penelitian 
ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data 
utama dan data tambahan. Data utama yang 
digunakan pada penelitian ini berasal dari 
Survei Ekonomi Nasional (Susenas) yang 
diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS). Penelitian ini menggunakan informasi 
pengelauran per kapita, durasi bekerja per 
minggu, dan bidang pekerjaan utama kepala 
rumah tangga.  

Informasi bidang pekerjaan utama kepala 
rumah tangga digunakan untuk menyaring 
rumah tangga dengan kepala rumah tangga 
yang memiliki pekerjaan utama di sektor 
perikanan. Setelah itu, informasi pada tingkat 
rumah tangga diubah menjadi informasi rata-
rata pada tingkat kabupaten atau kota melalui 
pembobotan. Proses ini menghasilkan besaran 
rata-rata durasi bekerja dan pengeluaran per 
kapita rumah tangga sektor perikanan di 
setiap kabupaten dan kota. Penelitian ini 
menganalisis kesejahteraan nelayan Indonesia 
berdasarkan nilai durasi bekerja dan penge-
luaran per kapita pada tingkat kabupaten dan 
kota. 

Tahun Susenas yang digunakan pada 
penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tahun 
awal dan tahun akhir. Tahun awal yang 
digunakan adalah tahun 2013. Tahun 2013 
merupakan satu tahun awal sebelum mora-
torium kapal asing diterapkan, dan sebelum 
Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko 
Widodo. Pada tahun berikutnya, 2014, peme-
rintahan Joko Widodo melalu Menteri Susi 
Pudjiastuti mengeluarkan peraturan menteri 
KKP yang memuat moratorium kapal asing. 

Penelitian ini menggunakan Susenas ta-
hun 2019 sebagai tahun akhir untuk mengeva-
luasi dampak moratorium kapal asing karena 
dua hal. Pertama, tahun 2019 merupakan 
akhir dari periode pertama Pemerintahan 
Joko Widodo. Alasan berikutnya adalah 
tahun 2019 adalah akhir dari kepemimpinan 
Susi Pudjiastuti di KKP. Hal ini menimbulkan 
keraguan masyarakat terhadap keberlanjutan 
moratorium kapal asing pada kepemimpinan 
KKP selanjutnya. 

Selain tahun Susenas tahun 2013 dan 2019, 
penelitian ini menggunakan tahun 2012 dan 
tahun tahun 2018 sebagi robustness check. 
Robustness check diperlukan untuk memasti-
kan konsistensi besaran dampak moratorium. 
Tahun 2012 dipilih sebagai tahun awal karena 
pada tahun tersebut pemerintahan Joko 
Widodo belum terpilih. Tahun 2018 dipilih 
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sebagai tahun akhir karena pada tahun 
tersebut kebijakan moratorium kapal asing 
dan kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti 
di KKP sedang berlangsung. Pemilihan tahun 
2018 bertujuan untuk mengatasi potensi 
menurunnya pengawasan moratorium kapal 
asing di tahun akhir Susi Pudjiastuti menjabat 
di KKP, tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, 
terdapat tiga set tahun data Susenas yang 
digunakan, yaitu 2013 dan 2019, 2013 dan 
2018, serta 2012 dan 2018. 

Di sisi lain, data Susenas memiliki kele-
mahan dalam mendefinisikan rumah tangga 
perikanan tangkap laut. Rumah tangga 
tersebut tergabung ke dalam rumah tangga 
sektor perikanan. Data tambahan diperlukan 
untuk mendefinisikan kabupaten atau kota 
yang menjadi lokasi tempat tinggal rumah 
tangga dengan kepala keluarga bekerja di 
sektor perikanan. Kabupaten atau kota pada 
data tambahan diberi perlakuan untuk 
memisahkan kabupaten atau kota yang 
berpotensi sebagai kelompok kontrol dan 
kelompok perlakuan. Rumah tangga sektor 
perikanan yang tinggal di kabupaten atau 
kota perlakuan, dapat didefiniskan sebagai 
rumah tangga perlakuan. Pendefinisian 
rumah tangga kontrol juga dilakukan dengan 
cara yang sama.  

Data tambahan pertama yang digunakan 
adalah data Potensi Desa (Podes) 2018. Data 

ini dipilih karena memuat informasi menge-
nai desa yang berbatasan langsung dengan 
laut, pemanfaatan laut, dan komoditas utama 
sebagian besar penduduk desa. Data Podes 
disaring lalu diolah berdasarkan kombinasi 
ketiga informasi tersebut hingga menghasil-
kan informasi proporsi desa yang sesuai kate-
gori di setiap kabupaten atau kota. Proporsi 
ini lalu dijadikan rata-rata pada tingkat Indo-
nesia. Rata-rata tersebut menjadi pemisahan 
antara kota atau kabupaten kontrol dengan 
kota atau kabupaten perlakuan.  

Data tambahan berikutnya adalah data 
yang diperoleh dari KKP tahun 2017 menge-
nai volume dan nilai perikanan tangkap dari 
setiap kabupaten atau kota di Indonesia. 
Kabupaten atau kota yang memproduksi 
perikanan tangkap menjadi daerah perlakuan. 
Di sisi lain, kabupaten atau kota yang tidak 
memproduksi perikanan tangkap menjadi 
daerah kontrol. 

Informasi dari kedua data tambahan ter-
sebut dapat digunakan untuk mengelom-
pokan setiap kabupaten dan kota ke dalam 
kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. 
Pada penelitian ini, empat pendekatan di-
gunakan untuk mengelompokkan kabupaten 
atau kota ke dalam kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol. Secara lebih lengkap, pem-
bagian keempat pendekatan ini dirangkum ke 
dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Empat Pendekatan pada Penentuan Daerah Kontrol dan Perlakuan 
 Sumber Data Kriteria Penyaringan Kriteria Pemisahan 
Pendekatan 
Pertama 
 

Podes 2018 Wilayah desa berbatasan 
langsung dengan laut 

Pemanfaatan laut untuk 
perikanan tangkap (mencakup 
seluruh biota laut) 

Pendekatan 
Kedua 
 

Podes 2018 Wilayah desa berbatasan 
langsung dengan laut 

Komoditi utama sebagian besar 
penduduk di desa atau 
kelurahan adalah perikanan 
tangkap 

Pendekatan 
Ketiga 
 

Podes 2018 Komoditi utama sebagian 
besar penduduk di desa 
atau kelurahan adalah 
perikanan tangkap 

Wilayah desa berbatasan 
langsung dengan laut 

Pendekatan 
Keempat 

KKP 2017  Kabupaten atau kota yang 
memproduksi perikanan 
tangkap. 
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MODEL EMPIRIS 

Penulis menjadikan moratorium kapal 
asing sebagai variabel perlakuan (treatment). 
Perlakuan tersebut diasumsikan tepat sasaran 
sehingga berdampak terhadap rumah tangga 
nelayan Indonesia. Besarnya dampak dari 
moratorium kapal asing terhadap rumah 
tangga nelayan diestimasi melalui metode 
difference in difference (DiD).  

Model DiD di dalam penelitian ini meng-
gunakan model two way fixed effect (TWFE). 
Penelitian ini menggunakan Persamaan (1) 
sebagai model utama yang digunakan. Pada 
tahun awal (t = 0), dampak moratorium kapal 
asing tidak diterima oleh kelompok perlakuan 
dan kelompok kontrol. Pada tahun akhir (t = 
1), dampak moratorium kapal asing hanya 
mempengaruhi kelompok perlakuan saja.  

Penelitian ini menganalisa dampak mora-
torium kapal asing berdasarkan tiga set tahun 
data Susenas. Pada analisa tahap pertama, 
Susenas tahun 2013 digunakan sebagai t0 dan 
2019 sebagai t1. Penelitian ini kemudian 
menguji kembali konsistensi hasil penelitian 
pada tahap pertama menggunakan dua set 
tahun data yang berbeda. Tahun 2013 
digunakan sebagai t0 dan 2018 digunakan 
sebagai t1. Pada set tahun data lainnya, 2012 
digunakan sebagai t0 dan 2018 sebagai t1.  

Penelitian ini menggunakan kabupaten 
atau kota di Indonesia sebagai observasi (i). 
Proses pengabungan dan pengolahan data 
berdasaran set tahun dan setiap pendekatan, 
membuat jumlah observasi menjadi beragam. 
Jumlah kabupaten atau kota yang menjadi 
observasi di dalam penelitian ini dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Penelitian ini menganalisa dampak mora-
torium kapal asing terhadap rumah tangga 
nelayan melaui dua pendekatan, yaitu: 
Pendekatan Konsumsi dan Pendekatan Pro-
duksi. Pembagian kedua pendekatan ini di-
dasarkan pada dua klaim manfaat mora-
torium kapal asing terhadap rumah tangga 
nelayan Indonesia.  

Pada sisi produksi, Primyastanto (2015) 
menjelaskan pendapatan dari kegiatan me-
nangkap ikan yang tidak stabil membuat 

nelayan untuk memiliki pekerjaan tambahan 
di luar penangkapan ikan. Curahan jam kerja 
di pekerjaan selain penangkapan ikan, dilaku-
kan untuk meningkatan pendapatan nelayan. 
Peningkatan pendapatan dari hasil menang-
kap ikan membuat nelayan memutuskan 
untuk mengurangi jam kerja di pekerjaan 
tambahan. 
 
Tabel 2. Jumlah Observasi (i) yang Diteliti 

 

Jumlah Kabupaten atau Kota 
yang Diobservasi (i) 

2013 dan 
2019 

2013 dan 
2018 

2012 dan 
2018 

Pendekatan 
Pertama 

604 608 608 

Pendekatan 
Kedua 

604 608 608 

Pendekatan 
Ketiga 

560 862 562 

Pendekatan 
Keempat 

840 860 834 

 
Pada sisi konsumsi, Rahim et al. (2018) 

menjelaskan bahwa rumah tangga nelayan 
mengubah pola konsumsinya untuk meres-
pon perubahan pendapatan. Peningkatan 
pendapatan membuat rumah tangga nelayan 
mengurangi proporsi pengeluaran untuk 
pangan. Rumah tangga tersebut mengalihkan 
pengeluarannya untuk produk non pangan, 
seperti: sekolah, pakaian, kesehatan, dan per-
alatan untuk menangkap ikan. Pada peneli-
tian tersebut, pengeluaran rumah tangga 
dipengaruhi oleh jumlah anggota rumah 
tangga. 

Variabel dependen yang digunakan di 
dalam penelitian ini adalah pengeluaran per 
kapita dan durasi bekerja. Variabel dependen 
yang digunakan merupakan nilai rata-rata 
rumah tangga di setiap kabupaten atau kota. 
Pada pendekatan konsumsi, model empiris 
yang digunakan adalah persamaan 1.  

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼3𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖...(1) 

Keterangan:  
y  = pengeluaran per kapita (dalam rupiah)  
α1  = konstanta (dalam rupiah) 
α2  = besaran dampak fixed effect dari waktu  

(dalam rupiah) 
α3  = besaran dampak moratorium kapal 

asing (dalam rupiah) 
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time = dummy waktu yang menjelaskan fixed 
effect dari waktu 

moratorium = dummy variabel untuk kabu-
paten atau kota (0 untuk kontrol dan 1 
untuk kelompok perlakuan) 

e  = error 
i  = kabupaten atau kota 
t  = time (tahun awal atau akhir penga-

matan) 
 

Pengujian hipotesis pada Pendekatan 
Konsumsi dilakukan berdasarkan klaim 
manfaat moratorium kapal asing terhadap 
rumah tangga nelayan. Hipotesis nol (H0) 
dapat dilihat pada persamaan 2. Di sisi lain 
hipotesis alternatif (Ha) dapat dilihat pada 
persamaan 3. 
𝐻𝐻0 : 𝛼𝛼3 ≤ 0 ........................................................(2) 
𝐻𝐻𝑎𝑎 ∶ 𝛼𝛼3 > 0 .......................................................(3) 

Pada kedua persamaan tersebut besaran 
dampak moratorium kapal asing terhadap 
pengeluaran rumah tangga nelayan disimbol-
kan dengan α3. Nilai α3 yang kurang dari sama 
dengan 0 pada hipotesis nol (H0) menjelaskan 
bahwa moratorium kapal asing tidak mem-
pengaruhi atau menurunkan pengeluaran per 
kapita rumah tangga nelayan. Di sisi lain, nilai 
α3 yang lebih besar dari 0 pada hipotesis 
alternatif (Ha) menjelaskan bahwa mora-
torium kapal asing meningkatkan penge-
luaran per kapita rumah tangga nelayan. 

Pada Pendekatan Produksi, model em-
piris yang digunakan dapat dilihat pada 
persamaan 4. 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖....(4) 

Keterangan:  
y  = durasi bekerja (dalam jam per minggu) 
β1  = konstanta (dalam jam per minggu) 
β2  = besaran dampak fixed effect dari waktu 

(dalam jam per minggu) 
β3  = besaran dampak moratorium kapal 

asing (dalam jam per minggu) 
time = dummy waktu yang menjelaskan fixed 

effect dari waktu (dalam jam per 
minggu) 

moratorium = dummy variabel untuk kabu-
paten atau kota (0 untuk kontrol dan 1 
untuk kelompok perlakuan)   

e  = error  
i  = kabupaten atau kota 
t  = time (tahun awal atau akhir penga-

matan). 
 
Pengujian hipotesis pada Pendekatan 

Produksi dilakukan berdasarkan klaim 
manfaat moratorium kapal asing terhadap 
rumah tangga nelayan. Hipotesis nol (H0) 
dapat dilihat pada Persamaan 5. Di sisi lain 
hipotesis alternatif (Ha) dapat dilihat pada 
persamaan 6. 
𝐻𝐻0 : 𝛽𝛽3 ≥  0 .........................................................(5) 
𝐻𝐻𝑎𝑎 ∶ 𝛽𝛽3 < 0 ....................................................... (6) 

Pada kedua persamaan tersebut besaran 
dampak moratorium kapal asing terhadap 
durasi bekerja nelayan disimbolkan dengan 
β3. Nilai β3 yang lebih dari sama dengan 0 
pada hipotesis nol (H0) menjelaskan bahwa, 
moratorium kapal asing tidak mempengaruhi 
atau meningkatkan durasi bekerja nelayan 
dalam seminggu. Di sisi lain, nilai β3 yang 
lebih kecil dari 0 pada hipotesis alternatif (Ha) 
menjelaskan bahwa moratorium kapal asing 
mengurangi durasi bekerja nelayan dalam 
seminggu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
DAMPAK MORATORIUM KAPAL ASING 
(PENDEKATAN KONSUMSI) 

Keempat pendekatan untuk memisahkan 
kabupaten atau kota kontrol dan kabupaten 
atau kota perlakuan, menjadi acuan untuk 
meregresikan model TWFE sesuai dengan 
persamaan 2. Hasil regresi dari keempat 
pendekatan dengan menggunakan set data 
tahun 2013 dan 2019 dirangkum ke dalam 
Tabel 3. Tabel tersebut berisikan informasi 
nilai koefisien dugaan, t statistik, dan signi-
fikansi setiap variabel. Variabel yang signifi-
kan diberi tanda *. Taraf nyata yang diguna-
kan terbagi menjadi empat:   10% (*), 5 persen 
(**), dan 1 persen (***). Variabel yang tidak 
diberikan tanda berarti tidak signifikan pada 
keempat taraf nyata. 

Berdasarkan rangkuman hasil regresi pa-
da Tabel 3, variabel moratorium hanya signi-
fikan pada Pendekatan Pertama. Pada Pende-
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katan Pertama variabel moratorium signifikan 
pada taraf nyata 5 persen. Berdasarkan hal 
tersebut, penelitian ini menggunakan Pende-
katan Pertama untuk menganalisa dampak 
moratorium kapal asing terhadap penge-
luaran per kapita rumah tangga nelayan 
Indonesia. Hasil regresi pada pendekatan 
tersebut dapat dilihat pada Persamaan 7.  

 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  586.355,40 + 442.102,20 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 − 
            80.988,25 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 .......................(7) 
 

Berdasarkan persamaan 7, nilai koefisien 
variabel time menunjukkan bahwa pada 
tahun 2019, pengeluaran per kapita rumah 
tangga yang berada di daerah kontrol dan 
perlakuan meningkat Rp 442.102,20. Di sisi 
lain, variabel moratorium menjelaskan bahwa 
moratorium kapal asing menurunkan penge-
luaran per kapita rumah tangga nelayan yang 
berada di daerah perlakuan sebesar Rp 
80.988,25. 

Hasil regresi pada Pendekatan Pertama, 
menjelaskan bahwa moratorium kapal asing 
justru menurunkan pengeluaran per kapita 
rumah tangga nelayan di daerah perlakuan. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat diindikasikan 
bahwa moratorium kapal asing menurunkan 
pendapatan rumah tangga nelayan Indonesia. 
Hal ini tidak sesuai dengan klaim manfaat 
moratorium kapal asing terhadap pendapatan 
rumah tangga nelayan Indonesia. 

 

DAMPAK MORATORIUM KAPAL ASING 
(PENDEKATAN PRODUKSI) 

Keempat pendekatan untuk memisahkan 
kabupaten atau kota kontrol dan kabupaten 
atau kota perlakuan, menjadi acuan untuk 
meregresikan model TWFE sesuai dengan 
persamaan 5. Hasil regresi dari keempat pen-
dekatan dengan menggunakan set data tahun 
2013 dan 2019 dirangkum ke dalam Tabel 4. 
Tabel tersebut berisikan informasi nilai koe-
fisien dugaan, t statistik, dan signifikansi se-
tiap variabel. Variabel yang signifikan diberi 
tanda *. Taraf nyata yang digunakan terbagi 
menjadi empat: 10 persen (*), 5 persen (**), dan 
1 persen (***). Variabel yang tidak diberikan 
tanda berarti tidak signifikan pada keempat 
taraf nyata. 

Berdasarkan rangkuman hasil regresi pa-
da Tabel 4, variabel moratorium yang signi-
fikan hanya ditemukan pada pendekatan ke-
dua dan pendekatan keempat. Kedua pende-
katan tersebut menghasilkan dua nilai yang 
berbeda tanda dari dampak moratorium ka-
pal asing terhadap durasi bekerja. Selain itu, 
variabel interaksi pada kedua pendekatan 
tersebut signifikan pada taraf nyata yang 
berbeda. 

Pada pendekatan keempat, variabel mora-
torium signifikan pada taraf nyata 1 persen. 
Taraf nyata tersebut lebih kecil dibanding 
taraf nyata variabel moratorium pada pende-

Tabel 3. Hasil Regresi Keempat Pendekatan Konsumsi (2013 dan 2019) 

Variabel 
(1) 

Pendekatan 
Pertama 

(2) 
Pendekatan 

Kedua 

(3) 
Pendekatan 

Ketiga 

(4) 
Pendekatan 

Keempat 
time 442.102,20*** 386.680,20*** 361.127,90*** 397.860,70*** 
 (14,43) (17,12) (13,07) (9,38) 
moratorium -80.988,25** 3.285,18 20.102,38 -10.392,42 
 (-2,16) (0,09) (0,62) (-0,21) 
konstanta 586.355,40*** 586.355,40*** 570.078,10*** 630.413,40*** 
 (47,03) (46,67) (55,62) (40,53)      
jumlah observasi 604 604 560 840 
R-squared 0,620 0,614 0,707 0,430 

Nilai di dalam kurung merupakan nilai t-statistik 
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
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katan kedua. Berdasarkan hal tersebut, dam-
pak moratorium kapal asing terhadap durasi 
bekerja lebih signifikan dijelaskan melalui 
pendekatan keempat. Model regresi pen-
dekatan keempat dapat dilihat pada per-
samaan 8. 

 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 42,01 + 2,50 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 +
            3,97 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 ................................(8) 

    

Berdasarkan Persamaan 8, moratorium 
kapal asing meningkatkan durasi bekerja ne-
layan yang berada di daerah perlakuan se-
besar 3,97 jam per minggu. Jika diasumsikan 
nelayan bekerja selama enam hari per ming-
gu, moratorium kapal asing meningkatkan 
durasi bekerja nelayan di daerah perlakuan 
sebesar 39 hingga 40 menit per hari. Variabel 
moratorium tersebut signifikan pada taraf 
nyata 1 persen. Berdasarkan temuan tersebut, 
pada Pendekatan Keempat, moratorium kapal 
asing meningkatkan durasi bekerja nelayan 
dalam seminggu. Hal ini tidak sesuai dengan 
klaim manfaat moratorium kapal asing 
terhadap durasi bekerja nelayan Indonesia. 

 
KONSISTENSI DAMPAK MORATORIUM 
KAPAL ASING 

Penggantian set data dilakukan sebagai 
robustness check di dalam peneltian ini. Model 
regresi pada persamaan 1 dan persamaan 4 
digunakan kembali dengan set data yang 
berbeda. Set data yang digunakan untuk 
robustness check adalah set data tahun 2013 dan 
2018 serta set data tahun 2012 dan 2017. 

Penggantian set data ini dilakukan pada data 
Susenas.  

Pengolahan data dilakukan dengan cara 
yang sama dengan pengolahan data saat 
menggunakan set data tahun 2013 dan 2019. 
Kedua pendekatan, Pendekatan Konsumsi 
dan Pendekatan Produksi, diregresikan kem-
bali menggunakan TWFE. Kedua pendekatan 
ini diregresikan menggunakan keempat 
pendekatan pemilihan daerah kontrol dan 
perlakuan. Hasil regresi dari keempat pen-
dekatan tersebut dibandingkan untuk men-
cari satu pendekatan yang paling sesuai untuk 
menjelaskan dampak moratorium kapal asing 
dari sisi konsumsi maupun produksi.   

 
Konsistensi Pendekatan Konsumsi 

Pada set data tahun 2013 dan 2019, pen-
dekatan yang terpilih untuk dianalisa adalah 
pendekatan pertama. Pada set data tahun 2013 
dan 2018, pendekatan keempat dipilih untuk 
dianalisa lebih lanjut. Pada set data tahun 2012 
dan 2018, pendekatan yang terpilih untuk 
dianalisa adalah pendekatan keempat.  

Rangkuman hasil regresi dari ketiga set 
data ini dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 
tersebut berisikan informasi nilai koefisien 
dugaan, t statistik, dan signifikansi setiap 
variabel. Variabel yang signifikan diberi tanda 
*. Taraf nyata yang digunakan terbagi menjadi 
empat:  10 persen (*), 5 persen (**), dan 1 
persen (***). Variabel yang tidak diberikan 
tanda berarti tidak signifikan pada keempat 
taraf nyata. 

Tabel 4. Hasil Regresi Keempat Pendekatan Produksi (2013 dan 2019) 

Variabel 
(1) 

Pendekatan 
Pertama 

(2) 
Pendekatan 

Kedua 

(3) 
Pendekatan 

Ketiga 

(4) 
Pendekatan 

Keempat 
time 5,85*** 7,04*** 4,64&*** 2,50** 
 (5,41) (8,93) (4,10) (2,01) 
moratorium 0,47 -2,28* 2,15 3,97*** 
 (0,36) (-1,79) (1,62) (2,74) 
konstanta 42,31*** 42,31*** 42,32*** 42,01*** 
 (96,05) (96,54) (100,83) (92,24)      
jumlah observasi 604 604 560 840 
R-squared 0,247 0,254 0,287 0,157 

Nilai di dalam kurung merupakan nilai t-statistik 
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
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Berdasarkan rangkuman hasil regresi 
ketiga set data pada Tabel 5, R-squared pada 
setiap set data bernilai kecil. Hal ini 
disebabkan karena model regresi hanya 
menggunakan dua variabel dependen, yaitu 
variabel dummy moratorium kapal asing dan 
fixed effect dari waktu. Terdapat kemungkinan 
adanya ommited variable. Di sisi lain, besaran 
nilai R-squared tidak menentukan bahwa 
model ini ketepatan dari suatu model. Di 
dalam hal ini, nilai signifikansi dari model 
yang menjadi acuan validitas suatu model. 

Besaran dampak moratorium kapal asing 
terhadap pengeluaran per kapita rumah 
tangga nelayan di daerah perlakuan tidak 
konsisten di ketiga set data. Besaran dampak 
tertinggi terdapat pada Pendekatan Konsumsi 
yang menggunakan set data tahun 2013 dan 
2018, yaitu sebesar Rp 183.624,90, dengan 
tanda negatif. Set data pada tahun ini juga 
signifikan pada taraf nyata terkecil yaitu, 1 
persen. Variabel moratorium pada kedua set 
data lainnya signifikan pada taraf nyata 5 
persen.  

Nilai dampak moratoroium pada set data 
tahun 2013 dan 2018 yang lebih besar dari set 
data 2013 dan 2019 menunjukkan bahwa 
terdapat potensi penurunan pengawasan 
moratorium kapal asing pada tahun 2019, saat 
penggantian pemerintahan. Penurunan pe-
ngawasan tersebut dapat berupa penindakan 
dan patroli kapal penangkap ilegal di 
Indonesia. Hal ini membuat dampak mora-
torium lebih kecil pada saat penggunaan set 

data dengan jangka waktu yang lebih 
panjang. 

Di sisi lain, tanda dari variabel mora-
torium, konsisten bertanda negatif pada ke-
tiga set data. Berdasarkan tanda pada kedua 
set data, penelitian ini menemukan cukup 
bukti untuk menerima H0, yang sebelumnya 
dijelaskan pada Persamaan 3. Tanda dari 
variabel moratorium yang konsisten menun-
jukkan bahwa moratorium kapal asing menu-
runkan pengeluaran per kapita rumah tangga 
nelayan di daerah perlakuan. Hal ini menjadi 
indikasi jika moratorium kapal asing justru 
menurunkan pendapatan rumah tangga nela-
yan Indonesia. Oleh sebab itu, klaim manfaat 
moratorium kapal asing terhadap pening-
katan pendapatan nelayan Indonesia tidak 
terbukti melalui penelitian ini. 

 
Konsistensi Pendekatan Produksi 

Pada set data tahun 2013 dan 2019, pen-
dekatan yang terpilih untuk dianalisa adalah 
Pendekatan Keempat. Pada set data tahun 
2013 dan 2018, Pendekatan Keempat dipilih 
untuk dianalisa lebih lanjut. Pada set data 
tahun 2012 dan 2018, pendekatan yang 
terpilih untuk dianalisa adalah Pendekatan 
Pertama.   

Rangkuman hasil regresi dari ketiga set 
data ini dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 
tersebut berisikan informasi nilai koefisien 
dugaan, t statistik, dan signifikansi setiap 
variabel. Variabel yang signifikan diberi tanda 
*. Taraf nyata yang digunakan terbagi menjadi 

Tabel 5. Hasil Ketiga Set Data untuk Pendekatan Konsumsi 

Variabel 
(1) 

Tahun: 2013  
dan 2019 

(2) 
Tahun: 2013  

dan 2018 

(3) 
Tahun: 2012  

dan 2018 
time 442.102,20*** 525.028,70*** 523.710,20*** 
 (14,43) (10,90) (12,00) 
moratorium -80.988,25** -183.624,90*** -114.311,60** 
 (-2,16) (-3,25) (-2,27) 
konstanta 586.355,40*** 630.552,70*** 570.458,30*** 
 (47,03) (35,35) (36,85) 
jumlah observasi 604 860 834 
R-squared 0,620 0,370 0,494 

Nilai di dalam kurung merupakan nilai t-statistik 
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
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empat:  10 persen (*), 5 persen (**), dan 1 
persen (***). Variabel yang tidak diberikan 
tanda berarti tidak signifikan pada keempat 
taraf nyata. 

Berdasarkan rangkuman hasil regresi 
ketiga set data pada Tabel 6, R-squared pada 
setiap set data bernilai kecil. Hal ini disebab-
kan karena model regresi hanya mengguna-
kan dua variabel dependen, yaitu variabel 
dummy moratorium kapal asing dan fixed 
effect dari waktu. Terdapat kemungkinan 
adanya ommited variable. Di sisi lain, besaran 
nilai R-squared tidak menentukan bahwa 
model ini ketepatan dari suatu model. Di 
dalam hal ini, nilai signifikansi dari model 
yang menjadi acuan validitas suatu model. 

Ketiga set data menghasilkan nilai 
konstanta berkisar antara 41 hingga 43 jam per 
minggu. Di sisi lain, nilai dan tanda variabel 
moratorium, tidak konsisten. Pada set data 
tahun 2013 dan 2019 serta 2013 dan 2018, 
besaran dampak moratorium kapal asing 
terhadap durasi bekerja nelayan Indonesia 
bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa 
moratorium kapal asing membuat durasi 
bekerja nelayan per minggu bertambah. 
Namun, pada set data tahun 2012 dan 2018, 
besaran dampak tersebut bertanda negatif. 
Tanda negatif menunjukkan bahwa mora-
torium kapal asing mengurangi durasi bekerja 
nelayan. 

Perbedaan tanda pada variabel mora-
torium tersebut, dianalisa kembali berdasar-
kan tingkat signifikansinya. Pada set data 

tahun 2013 dan 2019, varibel moratorium 
signifikan pada taraf nyata 1 persen. Pada set 
data tahun 2013 dan 2018, variabel mora-
torium signifikan pada taraf nyata 5 persen. 
Pada set data tahun 2012 dan 2018, variabel 
moratorium signifikan pada taraf nyata 1 
persen.  

Signifikansi variabel moratorium pada set 
data 2012 dan 2018 adalah yang paling kecil 
dibandingkan dua set data lainnya. Oleh 
sebab itu, penelitian ini lebih memilih tanda 
positif variabel moratorium dari set data 
tahun 2013 dan 2019 serta set data tahun 2013 
dan 2018, dibandingkan set data tahun 2012 
dan 2018. Berdasarkan tanda pada kedua set 
data, penelitian ini menemukan cukup bukti 
untuk menerima H0, yang sebelumnya 
dijelaskan pada persamaan 6.  

Penelitan ini menemukan bahwa mora-
torium kapal asing tidak mengurangi durasi 
bekerja nelayan dalam seminggu. Mora-
torium kapal asing justru meningkatkan du-
rasi bekerja nelayan dalam seminggu. Te-
muan ini tidak mendukung klaim manfaat 
moratorium kapal asing dalam mempermu-
dah nelayan mendapakan hasil tangkapan. 
 
PENYEBAB KONTRADIKSI HASIL 
PENELITIAN DENGAN KLAIM 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 
ketiga set data, kecuali Pendekatan Produksi 
pada set data tahun 2012 dan 2018. Dampak 
moratorium kapal asing pada ketiga set data 
bertolak belakang dengan klaim manfaat 

Tabel 6. Hasil Ketiga Set Data untuk Pendekatan Produksi 

Variabel 
(1) 

Tahun: 2013  
dan 2019 

(2) 
Tahun: 2013  

dan 2018 

(3) 
Tahun: 2012  

dan 2018 
time 2,50** 1,80 6,29*** 
 (2,01) (1,63) (5,74) 
moratorium 3,97*** 3,00** -2,56* 
 (2,74) (2,31) (-1,91) 
konstanta 42,01*** 41,85*** 42,62*** 
 (92,24) (102,29) (94,99) 
jumlah observasi 840 860 608 
R-squared 0,157 0,109 0,156 

Nilai di dalam kurung merupakan nilai t-statistik 
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
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moratorium kapal asing terhadap nelayan 
Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh dua 
hal. 

Pertama, penelitian ini berpotensi me-
nangkap dampak moratorium kapal asing ter-
hadap rumah tangga sektor perikanan yang 
bekerja selain rumah tangga nelayan per-
ikanan tangkap laut. Hal ini terjadi karena 
keterbatasan penelitian ini dalam menentu-
kan rumah tangga nelayan perikanan tangkap 
laut pada data Susenas. Terdapat potensi 
rumah tangga sektor perikanan yang me-
miliki ciri-ciri yang mirip dengan rumah 
tangga nelayan perikanan tangkap laut 
termasuk ke dalam pengamatan di penelitian 
ini. 

Selanjutnya istilah rumah tangga nelayan 
digunakan untuk menggantikan istilah rumah 
tangga sektor perikanan pada data Susenas 
yang memiliki kesamaan ciri dengan rumah 
tangga nelayan perikanan tangkap laut. 
Kesamaan ciri meliputi, bertempat tinggal di 
daerah pesisir, memanfaatkan laut untuk 
perikanan tangkap, dan komoditas utama 
merupakan perikanan tangkap laut, dimiliki 
oleh rumah tangga non nelayan perikanan 
tangkap laut. Rumah tangga sektor perikanan 
dengan kesamaan ciri tersebut dimiliki oleh, 
pembudidaya perikanan laut, pengumpul 
tanaman laut, pemilik kapal penangkap ikan, 
pekerja di unit pengolahan ikan, pengepul 
ikan hasil tangkapan, pelelang ikan, dan 
beragam pekerjaan sektor perikanan lainnya.  

Kedua, berdasarkan dampak dari mora-
torium kapal asing, rumah tangga nelayan di 
dalam penelitian ini dapat dibedakan men-
jadi, rumah tangga sektor perikanan yang 
mendapatkan manfaat dari moratorium kapal 
asing dan rumah tangga sektor perikanan 
yang dirugikan oleh kebijakan tersebut. 
Temuan penelitian yang mengungkap tanda 
dari dampak moratorium kapal asing yang 
tidak sesuai dengan klaim manfaat mora-
torium kapal asing menunjukkan bahwa 
dampak negatif (kerugian) dari moratorium 
kapal asing lebih besar dibandingkan dampak 
positif (manfaat) dari moratorium kapal asing. 
Hal ini terjadi karena di dalam penelitian ini, 
rumah tangga nelayan yang dirugikan oleh 

moratorium kapal asing mendominasi dam-
pak moratorium kapal asing. Hal ini menim-
bulkan pertanyaan baru, yaitu “mengapa 
moratorium kapal asing memberikan dampak 
negatif terhadap rumah tangga nelayan 
Indonesia?”. 

Beberapa literatur menyatakan dampak 
negatif moratorium kapal asing terhadap ne-
layan dan industri perikanan Indonesia. 
Nurlaili et al. (2016), Kondo et al.  (2019), serta 
Sukarsih et al. (2019) menjelaskan moratorium 
kapal asing berdampak negatif pada daerah 
Kota Bitung. Daerah tersebut memiliki ba-
nyak kapal asing sebelum moratorium kapal 
asing diberlakukan. Terdapat kemungkinan 
bahwa fenomena tersebut juga terjadi di 
berbagai daerah di Indonesia.  

Daerah perikanan yang sebelumnya me-
miliki kapal penangkap ikan asing justru me-
ngalami kerugian, seperti: pemutusan hu-
bungan kerja ABK yang sebelumnya bekerja 
di kapal asing. Hal ini tentu membuat rumah 
tangga nelayan mengalami penurunan pen-
dapatan yang tergambarkan dari penurunan 
pengeluaran per kapita. Di sisi lain, keter-
batasan teknologi kapal penangkap ikan lokal 
membuat durasi bekerja nelayan untuk 
mendapatkan ikan bertambah. 

Sukarsih et al. (2019), menjelaskan bahwa 
unit pengolahan ikan di Kota Bitung bahkan 
perlu mengimpor ikan yang sebelumnya ter-
penuhi dari hasil tangkapan lokal. Hal ini 
tentu berdampak terhadap kehidupan rumah 
tangga di daerah tersebut. Terdapat kemung-
kinan bahwa industri perikanan tangkap 
Indonesia sangat bergantung dengan keber-
adaan kapal penangkap ikan asing. 

Dampak negatif dari moratorium kapal 
penangkap ikan asing terhadap rumah tangga 
nelayan Indonesia juga dapat dibahas melalui 
Pendekatan Konsumsi dan Pendekatan Pro-
duksi. Pada sisi konsumsi, penurunan penge-
luaran per kapita rumah tangga nelayan 
mengindikasikan bahwa terjadi penurunan 
pendapatan. Salah satu penyebab penurunan 
pendapatan rumah tangga nelayan adalah 
jumlah ikan hasil tangkapan yang menurun. 
Hal ini terjadi akibat penurunan stok ikan di 
laut akibat overfishing. Namun, penelitian ini 
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tidak mampu menjelaskan dampak mora-
torium kapal penangkap ikan asing terhadap 
overfishing di perairan Indonesia.  

Penurunan jumlah tangkapan juga dapat 
terjadi akibat penurunan efektifitas nelayan 
dalam menangkap ikan. Efektifitas nelayan 
turun karena tidak dapat menangkap ikan 
dengan kapal asing yang memiliki alat 
tangkap dan fasilitas yang lebih canggih.  
Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili et al. 
(2016), Kondo et al.  (2019), serta Sukarsih et al. 
(2019), menjelaskan bahwa sebagian besar 
nelayan Indonesia bekerja sebagai ABK di 
kapal penangkap ikan asing. Hal ini meng-
indikasikan bahwa nelayan Indonesia sangat 
bergantung dengan keberadaan kapal pe-
nangkap ikan asing. Jika kapal penangkap 
ikan asing tidak dioperasikan, maka nelayan 
Indonesia tidak dapat bekerja.  

Di sisi lain, nelayan dengan kapal tangkap 
tradisional harus melaut lebih lama untuk 
mendapatkan hasil tangkapan dengan kuan-
titas yang mendekati kapal asing. Pada sisi 
kualitas hasil tangkapan, hasil tangkapan ne-
layan dengan kapal tradisional tidak dapat 
sebagus kapal asing yang memiliki fasilitas 
penyimpanan ikan yang lebih baik. Fasilitas 
penyimpanan ikan dibutuhkan untuk men-
jaga kesegaran ikan hingga sampai ke 
daratan. 

Penurunan pendapatan nelayan dapat 
terjadi akibat harga ikan hasil tangkapan nela-
yan yang menurun. Penurunan harga hasil 
tangkapan dapat terjadi karena penetapan 
harga rendah oleh pengepul atau penawaran 
ikan hasil tangkapan yang lebih banyak 
dibandingkan permintaan konsumen. Pada 
sisi UPI, penurunan permintaan hasil tang-
kapan mungkin terjadi akibat tutupnya UPI 
setelah berkurangnya stok ikan akibat 
moratorium kapal asing. Selain itu, terdapat 
kemungkinan kualitas ikan hasil tangkapan 
nelayan Indonesia tidak memenuhi standar 
permintaan UPI. 

Hasil tangkapan yang tidak terserap UPI 
dijual ke pasar atau konsumen rumah tangga. 
Ketersediaan ikan hasil tangkapan yang mele-
bihi permintaan konsumen membuat harga 
hasil tangkapan menurun. Hal ini dapat 

membuat harga ikan hasil tangkapan dihargai 
rendah oleh pengepul ikan hasil tangkapan. 

Pada sisi produksi, peningkatan durasi 
bekerja nelayan dalam seminggu dapat di-
sebabkan oleh tiga hal. Penyebab pertama 
adalah peningkatan pengeluaran rumah 
tangga nelayan. Pengeluaran rumah tangga 
nelayan yang meningkat membuat nelayan 
harus melaut lebih lama untuk mendapatkan 
hasil tangkapan yang lebih banyak. Hasil 
tangkapan yang lebih banyak dapat meng-
hasilkan penghasilan yang lebih banyak 
dengan asumsi harga hasil tangkapan tetap. 

Penyebab kedua adalah nelayan semakin 
sulit mendapatkan ikan di laut. Hal ini dapat 
terjadi karena dampak overfishing. Kerusakan 
sumberdaya perikanan tangkap membuat 
stok ikan di laut semakin berkurang dan 
membuat nelayan harus lebih jauh melaut 
dari tempat tinggalnya. Jika dampak over-
fishing di perairan Indonesia masih terjadi, 
maka tujuan moratorium kapal asing tidak 
berhasil dicapai. 

Penyebab terakhir durasi bekerja nelayan 
meningkat adalah penurunan pendapatan 
rumah tangga nelayan. Hal ini dapat di-
sebabkan oleh jumlah dan kualitas ikan 
tangkapan yang menurun serta harga ikan 
hasil tangkapan nelayan yang menurun. 
Kedua penyebab penurunan pendapatan 
rumah tangga nelayan ini telah dijelaskan 
pada sisi konsumsi rumah tangga nelayan. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Kebijakan moratorium kapal asing mora-
torium kapal asing menurunkan pengeluaran 
per kapita rumah tangga nelayan yang berada 
di daerah perlakuan sebesar Rp 80.988,25. 

Jika diasumsikan nelayan bekerja selama 
enam hari per minggu, moratorium kapal 
asing meningkatkan durasi bekerja nelayan di 
daerah perlakuan sebesar 39 hingga 40 menit 
per hari. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
dampak moratorium kapal asing terhadap 
rumah tangga nelayan Indonesia didominasi 
oleh rumah tangga nelayan yang dirugikan 
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oleh kebijakan ini. Penyebab hal ini adalah 
industri perikanan tangkap dalam negeri 
sangat bergantung dengan investasi asing 
khususnya dalam bentuk kapal asing. 

Kebijakan moratorium kapal asing perlu 
didukung oleh kebijakan lainnya sehingga 
mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan 
Indonesia. Peningkatan kesejahteraan nelayan 
dan penangkapan ikan yang lestari dapat 
menjadi bukti bahwa Indonesia berhasil me-
menuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. 

   
SARAN 

Pemerintah perlu menarik minat investor 
dalam negeri untuk berinvestasi ke industri 
perikanan tangkap Indonesia. Investasi ini da-
pat digunakan untuk meningkatkan kualitas 
kapal penangkap ikan dan UPI. Insentif ini 
dapat berupa kemudahan perizinan dan 
penyediaan infrastruktur pendukung industri 
perikanan tangkap. 

Pemerintah perlu menarik minat nelayan 
atau komunitas nelayan perikanan tangkap 
untuk memanfaatkan KUR. Nelayan dapat 
mengakses modal dari KUR untuk membeli 
alat tangkap, kapal, dan beragam hal yang 
dapat menunjang produksinya. Selama ini 
nelayan sangat bergantung kepada pedagang 
besar untuk penyediaan modal operasional 
Yamin et al. (2020). 

Di sisi lain, pemerintah perlu membuat 
sistem pengajuan KUR yang lebih ramah 
terhadap nelayan Indonesia. Pemerintah juga 
dapat mengedukasi dan mensosialisasikan 
KUR terhadap nelayan khususnya nelayan 
tradisional masih terbatas dalam hal literasi 
keuangan. Keterbatasan literasi keuangan 
membuat nelayan Indonesia tidak memiliki 
akses terhadap modal. Pemerintah Indonesia 
dapat menyediakan sumberdaya manusia 
yang dapat mendampingi nelayan untuk 
mengakses KUR.  

Pada jangka pendek, pemerintah dapat 
membantu nelayan dengan penyediaan alat 
tangkap dan kapal penangkap ikan. Hal ini 
dapat membantu nelayan yang tidak memiliki 
kapal penangkap ikan sehingga tidak perlu 
menyewa kapal penangkap ikan. Pemerintah 

juga dapat membantu menyediakan fasilitas 
penyimpanan ikan di darat untuk menjaga 
kesegaran dan kualitas ikan hasil tangkapan 
nelayan. Fasilitas ini dapat berupa ruangan 
pendingin untuk setiap komunitas, koperasi, 
atau desa nelayan. Penyaluran bantuan juga 
dapat dilakukan melalui koperasi nelayan. 
Keberadaan koperasi terbukti efisien dalam 
meningkatkan kesejahteraan anggota kopera-
si. Keberhasilan koperasi meningkatkan kese-
jahteraan anggotanya telah dijelaskan oleh 
penelitian Atmakusuma et al. (2019). Di dalam 
peneltian tersebut koperasi berhasil mening-
katkan kesejahteraan peternak sapi perah. 
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